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Abstrak: Salah satu aturan pidana yang menganut system minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 Tentang Narkotika, dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
dibawah ketentuan minimum khusus. Dalam permasalahan tindak pidana narkotika yang diputus oleh pengadilan yaitu
pada putusan nomor 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr, majelis hakim justru menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum
khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah
ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika pada putusan nomor 58/Pid.sus/2022/Pn.jmr. dalam
penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang, kasus, dan
konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya berpedoman pada
undang_undang yang sudah ditetapkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sebagai
pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tetapi hakim dalam putusanya menjatuhkan pidana dibawah ketentuan
minimum khusus , berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam penjatuhan pidana penjara
dibawah ketentuan minimum khusus dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr tidak sejalan dan bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA Nomor 35 Tahun 2015.
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Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan ke
dalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, adalah narkotika.
Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang merupakan suatu permasalahan yang
hingga saat ini masih menjadi momok di berbagai negara, termasuk negara Indonesia.
Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak pidana yang digolongkan ke dalam
tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Ilyas, 2012). Dalam kasus narkotika jika sebagai pemakai, hakim dalam
menjatuhkan sanksi tidak harus berupa pidana penjara, melainkan dapat berupa
rehabilitasi. Akan tetapi, apabila dalam Putusan Nomor 58/Pid.sus/2022/Pn.Jmr hakim
memilih menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara mengacu pada Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas
pemidanaan maksimal dan minimum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 12 tahun (Anshori, 2009; Hamzah, 2010).

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa Mahkamah Agung membolehkan
hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan disertai pertimbangan
yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4
Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat
dikatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus kepada
pemakai. Akan tetapi dalam Perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2022/PN Jmr, hakim dalam
putusanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 selama 2 tahun 6 bulan dan
terdakwa 2 selama 2 tahun. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, karena hakim
menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus (Hamzah, 1993). Sedangkan faktanya
dalam perkara tersebut Para Terdakwa terbukti bukan sebagai pemakai, melainkan sebagai
penyimpan.

Beberapa peneliti berfokus hanya pada pertimbangan hakim yang berfokus hanya
kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kurang mempertimbangkan kepastian
hukum lainya dan peraturan pendamping ada juga penelitian yang berfokus terbatas hanya
terkait dengan Tindakan yang dilakukan pelaku tanpa mempertimbangkan unsur lain oleh
karena itu penelitian ini bermaksud untuk menunjukan bahwa dalam memutus suatu
perkara ada hal hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim (Hamzah, 1986; Sujono &
Daniel, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkanpidana penjara dibawah ketentuan minimum
dalam perkara nomor 58/Pid.Sus/2022/Pn.Jmr.

Metode
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Sebuah studi harus memilih metode yang sesuai untuk memastikan keakuratan dari
suatu karya akademik. Dengan metode yang tepat, kita dapat menilai mutu dari sebuah
penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang
hukum sebagai kumpulan norma. Norma-norma ini melibatkan prinsip-prinsip, regulasi,
perjanjian, serta ajaran dalam hukum.

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan meliputi analisis berdasarkan
peraturan-peraturan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. M. Syamsuddin dan Salman
Luthan menjelaskan bahwa pendekatan berdasarkan peraturan (statue approach) berfokus
pada evaluasi regulasi hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan berdasarkan kasus
(case approach) memfokuskan pada analisis implementasi norma atau prinsip hukum
dalam praktik nyata, khususnya pada kasus-kasus yang telah mendapat putusan hukum
final. Di sisi lain, pendekatan konseptual (conceptual approach) mengacu pada ide dan
prinsip-prinsip dalam literatur hukum.

Hasil dan Pembahasan

Dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN.Jmr terdapat 2 (Dua) orang yang
bernama Terdakwa 1 bernama Mariyam Herlina dan Terdakwa 2 bernama louis Qournelles
Gian. Pada hari Rabu, 22 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 1 diantar oleh
Terdakwa 2 bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dari Adi yang kemudian
bertransaksi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Jenis Sabu
(Arief, 1996, 2001, 2011). Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa pulang untuk
dikonsumsi di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Perum Kembang Permai J.12
RT.029/RW.010, Ds. Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso Setelah sampai di rumah
selanjutnya Terdakwa 1 menimbang dan membagi menjadi 4 klip plastik berisi Narkotika
Jenis Sabu dengan tujuan untuk disimpan sebagai stok konsumsi Terdakwa, yang
kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sempat menggunakan 1 (satu) plastik klip
Narkotika Jenis sabu bersama-sama didalam kamar Terdakwa 1.

Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 07.30 WIB Terdakwa 1 dan
Terdakwa 2 ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Tropomo, dan
Saksi Berliyandi di rumah Terdakwa 1 Perum Kembang Permai J.12 RT.029/RW.010, Ds.
Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, lalu pada saat dilakukan penggeledahan
ditemukan 3 klip plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu (dengan berat bersih masing-
masing 0,19 gram, 0,13 gram, 0,22 gram), 1 buah korek api, 1 set alat hisap, 1 pipet kaca, 1
poket plastik klip, 2 buah HP, 1 timbangan elektrik didekat kursi dalam rumah (Effendi,
2011; Manulang, 2007). Kemudian atas permintaan dari penyidik, maka dilakukan tes urin
terhadap terdakwa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan surat keterangan
dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09282/NNF/2021, tanggal 09 November 2021 yang
ditandatangani oleh Ir. Sodiq Pratomo pada POLDA JATIM, berupa 1 bungkus amplop
kertas berlabel dan berlak segel, menerangkan bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa 1
dan 2 untuk mendetrksi zat Narkoba dengan Hasil Sabu (+) positif.

Penuntut umum menyusun dakwaanya secara alternatif, dakwaan yang ketiga yaitu
pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat
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(1) ke-1 KUHP. Setelah hakim mempertimbangakan fakta yang ada di persidangan, maka
majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang tepat di karenakan pada terdakwa pada
dakwaan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat
adalah dakwaan kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga oleh karena terdakwa
telah terbukti dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana. Terhadap Terdakwa 1 Mariyam
Herlina Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2
Louis Qournelles Gian menjatuhkan pidana penjara 2 (Dua) tahun, dan menetapkan barang
bukti berupa: 3 plastik yang berisiskan narkotika jenis sabu, 1 buah korek api,1 set alat
hisap,1 pipet kaca,1 poket plasrik klip, 2 buah HP,1 timbangan elektrik. Dirampas untuk
dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing
sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Penuntut Umum telah mendakwa para
Terdakwa dengan bentuk alternatif, oleh karena itu majelis hakim dengan
mempertimbangkan fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif yang kedua
sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bersama dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Setiap

Jika "setiap orang" dianggap sama dengan "barang siapa“, artinya adalah
setiap orang yang fokusnya selalu pada subjek hukum yang mendukung hak dan
kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat secara fisik dan rohani. Hal ni
disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana memiliki tiga sifat umum: melawan
hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku, dan dapat dipidana. Sementara itu,
masalah penjatuhan pidana selalu berkaitan dengan kapasitas pelaku untuk
bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan (Lamintang & Lamintang,
2013; Supramono, 2001). Karena Mariyam Herlina dan Louis Qournelles Gian telah
dibawa ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena
didakwa melakukan tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan
Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Mariap Herlina dan Terdakwa
Louis Qournelles Gian telah Menunjukan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan
dimaksud adalah identitas dirinya sendiri, bukan identitas orang lain (Budiarto,
1991; Mulyadi, 2010). Ini juga berlaku untuk saksi-saksi yang bersaksi di persidangan
yang menunjukan bahwa Mariam Herlina dan Louis Qournelles Gian adalah
Terdakwa yang ddapat dipertanggungjawabkan atas Tindakan yang mereka.

Dengan mempertimbangkan hukum di atas maka Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif,
artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa
yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan
hukum tersebut haruslah berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Hartanto,
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2021; Oktora, 2021). Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau
tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum
adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-
undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat. Menurut Pasal 7
Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika
hanya boleh dilakukan wuntuk tujuan kepentingan pelayanan Kkesehatan,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut Pasal 13 Undang-Undang
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bisa memperoleh, menanam,
menyimpan, mengunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi
adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk
kepentingan IImu Pengetahuan dan Teknologi (Kadarudin, 2018). Namun menurut
Pasal 35 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan
bahwa hanya industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan
persediaan farmasi pemerintahan yang dapat memasarkan obat-obatan, dan bahwa
peredaran obat hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Leheza, 2023).

Sangat jelas bahwa dalam fakta-fakta persidangan terdakwa bukanlah
peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh organisasi swasta
dan pemerintahan dengan persetujuan mentri Menteri, pedagang besar farmasi,
maupun petugas kesehatan pada saat tertangkap (Krismen, 2019; Rakinaung, 2019;
Sina, 2020).

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh satres narkoba
polres jember, saat pengeledahan Terdakwa ditemukan 3 klip plastik berisikan
narkotika jenis sabu, sedangkan para Terdakwa tidak memiliki haka tau otoritas
untuk memiliki, menyimpan, mengendalikan, atau menyediakan narkotika. Maka
dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkotika pada Terdakwa yaitu tanpa hak
dari instansi yang berwenang (Pasaribu, 2018; Pepper, 2020). Dengan mengingat
bahwa istilah "tanpa hak" merupakan salah satu komponen unsur, Majelis Hakim
cukup beralasan untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam
perbuatan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan apakah unsur tersebut
melanggar hukum (Kasim, 2021).

Uraian pertimbangan unsur-unsur di atas Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana
seperti yang didakwakan Penuntut Umum khusunya Pasal 112 ayat (1) Tahun 2009
tentang Narkotika dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan terbuktinya
perbuatan para Terdakwa tersebut, sehingga para Terdakwa dinyatakan telah
terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak
atau melawan hukum untuk Percobaan ataupun pemufakatan jahat menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman
sebagaimanadiatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun
2009tentang Narkotika (Balci, 2022; Lasmadi, 2020).
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Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penghukuman atau pemidanaan
tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan; sebaliknya, pemidanaan harus
proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip dan tujuan seperti: Pembetulan
(Corrective), Pendidikan (Educative), Pencegahan (Preventive) dan Pemberantasan
(Repressive). Karena pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum
orang yang bersalah dan menurunkan martabat mereka, tetapi juga dimaksudkan
untuk memberikan pengetahuan, membangun, dan mendorong agar para Terdakwa
tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif.
selain itu, tujuannya adalah untuk mencegah dan melindungi masyarakat sekaligus
mengajarkan masyarakat umum untuk menghindari hal-hal seperti itu (Syarhan,
2021; Zharmagambetova, 2019). Ditunjukkan dalam persidangan bahwa barang
bukti yang diajukan terdiri dari tiga klip plastik yang mengandung Narkotika Jenis
Sabu, masing-masing dengan berat bersih 0,19 gram, 0,13 gram, dan 0,22 gram, dan
telah didaftarkan dengan benar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UU RI
No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan berpedoman pada Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus harus
didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4
KUHAP). Jaksa mendakwa pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum di persidangan
terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan
jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2009), maka hakim memutus sesuai
surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana khusus dengan
membuat pertimbangan yang cukup. (Ilyas, 2019) Majelis Hakim memutus sesuai
dengan ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi menyimpangi dari Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Karena berdasarkan SEMA Nomor
3 Tahun 2015 hakim boleh menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum jika
Terdakwa sebagai pengguna akan tetapi dalam perkara ini hakim tidak menerapkan
SEMA Nomor 3 Tahun 2015, padahal berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak
terbukti sebagai pemakai atau penguna melainkan sebagai penyimpan. Dengan
demikian baik pertimbangan hakim maupun pidana yang dijatuhkan tidak tepat,
karena tidak sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Simpulan

Kesimpulanya bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah
ketentuan minimum khusus dalam perkara pidana Narkotika Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN
Jmr tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, karena berdasarkan fakta yang
terungkap di persidangan terdakwa terbukti sebagai penyimpan bukan sebagai pemakai.
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